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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai makhluk sosial manusia perlu memiliki hubungan dengan 

manusia lainnya karena saling membutuhkan. Saling tolong-menolong dalam 

menghadapi berbagai aktivitas kehidupan tersebut menjadi ciri khas bagi makhluk 

sosial. Selain itu, manusia juga memerlukan sesuatu untuk menjalankan hidup 

agar aktivitasnya dapat berjalan secara optimal. Dalam kegiatan ekonomi interaksi 

antara seseorang dengan yang lainnya dapat membantu dalam keselarasan hidup 

di dunia dan akhirat disebut dengan muamalah. Dimana, muamalah ini ialah 

kegiatan ekonomi yang bukan semata-mata kegiatan untuk kaum muslim saja 

tetapi juga untuk seluruh mahluk hidup di muka bumi ini. Al-Qur’an dan As-

Sunnah telah memberikan contoh bagi manusia dalam bermuamalah dengan baik 

dan benar sesuai dengan syariat Islam. Jadi, dalam bermuamalah tidak hanya 

mencari keuntungan duniawi saja, tetapi juga harus mengharapkan keberkahan 

dari apa yang sudah dilakukan.1 

Aktivitas muamalah salah satunya ialah jual beli yang sudah ditetapkan 

aturan hukumnya di dalam Islam. Rukun, syarat, dan bentuk jual beli sudah 

diajarkan oleh Nabi, baik diperbolehkannya maupun tidak. Semakin 

berkembangnya dunia jual beli tentunya ditingkatkan kehati-hatiannya baik bagi 

penjual maupun pembeli dalam melakukan kegiatan ekonomi tersebut. Telah 

dihimbau oleh Nabi SAW terkait akad jual beli harus sesuai dengan kaidah dan 

hukum Islam sehingga tidak salah dalam bertindak dan tidak terjadi kedzaliman. 

Dalam akad jual beli penetapan harga harus disesuaikan dengan harga yang 

berlaku di pasaran secara umum. Disyaratkan dalam akad jual beli, adanya ijab 

dari pihak penjual dan qabul dari pihak pembeli. Dalam Islam, hak jual beli yang 

 
1 Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 2015. hlm. 

240  



  2 

 

 
 

dilakukan harus dijauhkan dari syubhat, gharar, ataupun riba.2 Adapun firman 

Allah yang memperbolehkan jual beli yakni dalam QS. Al-Baqarah (2) Ayat 275: 
 

Bشلا هُطُ$بخَتََی يِْ$#ا مُوْقَُی 9ََ $لااِ نَوْمُوْقَُی لاَ اوٰبرِّلا نَوْكلُُ,َ+ی نَْ&ِ$#اَ امَ$ناِ اNوُْلاَق مُْ$نهHَِ Iَِذٰ سِّۗمَْلا نَمِ نُطٰیْ$  

ّب$ر نْمِّ ةٌظَعِوْمَ هٗءَاYَۤ نْمََفۗ اوٰبرِّلا مَ$رحَوَ عَیْبَْلا Vُّٰا $لUَاَوَ اۘوٰبرِّلا لQُْمِ عُیْبَْلا ٓهٗرُمْاَوَ فََۗلسَ امَ hََٗف ىfتهdَْٰاَف هِٖ  

ىۤلٰواَُف دَاnَ نْمَوَۗ  Vِّٰا لىَاِ
q

نَوyٰzُِْ اَيهْفِ همُْۚ  رِا$نلا بُصحْٰاَ كَ  

 
“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti 
berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu 
karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah 
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa 
mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah 
diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada 
Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka 
kekal di dalamnya.”3 

 
Prinsip-prinsip yang harus dijalankan dalam transaksi jual beli, yaitu 

pertama muamalah pada dasarnya ialah mubah, kecuali jika terdapat ketetapan 

lain dalam Al- Qur’an dan Hadits. Kedua, ketika melakukan jual beli harus atas 

dasar sukarela sehingga tidak ada unsur paksaan. Ketiga, saat bermuamalah harus 

dijalankan atas dasar untuk menghadirkan manfaat dan menjauhkan dari 

kemudharatan dalam hidup. Keempat, perlunya menjaga keadilan, tidak boleh 

adanya penganiayaan, dan mengambil kesempatan dalam kesempitan.4  

Proses jual beli yang dijalankan ketika melakukan transaksi dapat 

mengakibatkan akad tersebut sah bahkan batal. Produk yang dijual biasanya 

berupa barang dan jasa. Jual beli ialah sebuah kegiatan bertransaksi yang 

dilakukan masyarakat untuk memperoleh kebutuhan hidupnya. Kemudian, apabila 

dalam jual beli salah satu pihak memperoleh keuntungan dan pihak lainnya 

 
2 AT Mario dkk, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Yang Berbeda Dalam 

Jual Beli Di Rumah Makan Prasmanan (Studi Kasus Di Warteg Lingkungan Kampus UNISBA),” 
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2017, hlm. 1069 

3 Departemen Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qurán Tajwid dan Terjemah" 
(Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 47 

4 Ahmad Azhar Basyir, “Azas-Azas Mu’amalat”,  UII Press, 2004, hlm. 15 
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mengalami kerugian, maka inilah yang disebut dengan gharar. Hal ini bisa 

disebabkan oleh ketidakpastian pada harga yang ditentukan oleh penjual. Gharar 

haram berdasarkan hadits Rasulullah Saw. dari Abu Hurairah ra. yang 

diriwayatkan oleh Muslim: 

رِرََغْلاِ عیَْب نْعَوَ ةِاصَحَْلاِ عیَْب نْعَ َ$لمسَوَ هِیَْلV$ُ nَا $لىصَ ِ$Vا لُوسُرَ ىfَنهَ لَاَق ةَرَْ&رَهُ بيِ|} نْعَ  

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi melarang jual beli Hashah 

(jual beli tanah yang menentukan ukurannya sejauh lemparan batu) dan juga 

melarang jual beli Gharar.” (HR. Muslim)5 

Seiring berkembangnya zaman terdapat dampak terhadap jenis transaksi 

termasuk jual beli. Hal ini disebabkan tidak ada batasan dalam Islam mencakup 

dalam kegiatan bermuamalah sehingga masyarakat mempunyai kebebasan seperti, 

membuka jenis usaha apapun yang mereka inginkan selama rukun dan syaratnya 

terpenuhi juga tidak menyimpang dari aturan Islam dan hukum positif.6 Semakin 

berkembangnya teknologi tingkat belanja online bagi konsumen memberikan 

dampak secara tidak langsung untuk membeli suatu barang, dimana tidak perlu 

pergi ke toko. Selain itu, penjualan secara online semakin hari justru meningkat. 

Saat ini aplikasi media menjadi tempat favorit masyarakat untuk berbelanja. Salah 

satu aplikasi favorit saat ini ialah Shopee.  

Shopee merupakan salah satu marketplace yang menjadi salah satu favorit 

di Indonesia. Shopee ini mulai populer dan diunduh oleh masyarakat pada 2019. 

Kondisi seperti ini menjadikan Shopee dilirik oleh para penjual untuk memasarkan 

produk mereka. Terdapat salah satu online shop di market place Shopee yang 

menjual produk makanan, dimana penjualannya sangat laku dan sudah 

dipromosikan oleh banyak konten kreator, yakni Basreng Sultan Bandung. 

Biasanya mereka menjual basreng di Shopee melalui siaran langsung live 

 
5 Ilmu Islam, Hadits Shahih Muslim Nomor 2783 https://ilmuislam.id/hadits/26768/hadits-

muslim-nomor-2783 diakses pada 8 Oktober 2023 
6 Ronny Mahmudin, dkk, “Jual Beli Dua Harga Dalam Satu Transaksi Jual Beli (Studi 

Komparatif Antara Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi’i)", Bustanul Fuqaha Jurnal Bidang Hukum 
Islam, 2021, hlm. 210 
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sehingga banyak sekali diminati oleh berbagai banyak kalangan, termasuk remaja. 

Ketika live mereka memasang harga yang berbeda dari harga yang mereka sudah 

tentukan sebelumnya. Ada yang mendapatkan harga yang lebih murah ketika 

online shop tersebut sedang live, sedangkan ada pula yang mendapatkan harga 

normal ketika tidak live. Unsur jual beli yang harus dipenuhi ialah harga dan 

barang yang menjadi objek.7 Hal demikian karena harga merupakan unsur yang 

dapat memperoleh biaya. Dimana harga juga dapat mengkomunikasikan posisi 

nilai dari penjual kepada pasar tentang produk dan brand. Demi mencapai 

kesuksesan dalam pemasaran suatu barang atau jasa, maka setiap penjual perlu 

menetapkan harga secara tepat.8 

Kenyataannya banyak pelaku usaha menjual barangnya di Shopee dengan 

harga yang berbeda pada saat live termasuk Basreng Sultan Bandung. Hal ini yang 

dimaksudkan dengan jual beli yang memiliki dua harga berbeda. Dimana suatu 

transaksi akad yang mencakup jual beli tunai pada saat live menjual harga jauh 

lebih murah dibandingkan tidak live. Jika jual beli yang dijalankan harganya 

tidak jelas (majhul), dimana penjual sendiri tidak mengetahui ia menjual barang 

dengan harga berapa, maka jual beli tersebut mengandung gharar.9  Hal ini bisa 

dikatakan sebagai jual beli dalam satu jual beli, dimana salah satu pihak 

menawarkan barang dengan harga yang berbeda. Namun, menurut pendapat Ibn 

Mas’ud bahwasanya penjualan barang dengan dua harga, misalnya ada harga yang 

lebih tinggi dan murah, maka di dalamnya tidak mengandung gharar, riba, 

jahalah, dan qimar, namun hal ini menjadi hak pilih (khiyar) atas harga tersebut.10  

Harga dalam transaksi jual beli merupakan suatu kesepakatan mengenai 

barang, yang mana kesepakatan itu timbul atas dasar keridhaan dari kedua belah 

 
7 Mardani, "Fiqh Ekonomi Syari’ah" (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013). hlm. 102  
8 SN Kusuma, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Dalam FaktorFaktor Yang Mempengaruhi 

Harga Jual Air Minum Di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cirebon,” (Cirebon: IAIN 
Syekh Nurjati, 2017), hlm. 2 

9 Yeyen, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Jual Beli Duren (Studi Di Pasar 
Kluwih Desa Wates KecamatanWay Ratai Kabupaten Pesawaran),” (Lampung:  Universitas Islam 
Negeri Raden Intan Lampung, 2019), hlm. 39 

10 Jaih Mubarok dan Hasanudin, "Fikih Mu’amalah Maliyyah Akad Jual Beli" (Bandung: 
Simbiosa Rekatama Media, 2020), hlm. 170 
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pihak dalam akad. Para ulama fuqaha telah menyepakati bahwasanya ketetapan 

harga tidak terdapat dalam Al-Qur’an, tetapi yang menjadi dasar penetapan harga 

tersebut ialah kemaslahatan.11 Dalam Hukum Islam konsep pembuatan harga 

menurut sunatullah dan sesuai dengan keadaan pasar tanpa adanya penentuan 

kekuasaaan manusia. Ketika menetapkan sebuah harga pada suatu barang yang 

tidak seimbang pada kondisi pasar, maka akan menyebabkan kerugian, baik bagi 

penjual maupun pembeli sehingga timbul kedzaliman. Islam mengajarkan kepada 

manusia, konsep penetapan harga harus menjungjung tinggi keadilan. Sebab 

dengan adanya harga yang seimbang dan adil menjadi acuan mendasar dalam 

transaksi secara syariah. 

Sebagaimana sistem jual beli yang dijalankan oleh Basreng Sultan 

Bandung di live Shopee menjadikan sebagian konsumen yang merasa tidak adil 

terkait perbedaan harga tersebut. Seperti yang dialami oleh penulis yang pernah 

menjadi pelanggan merasa tidak adil setelah membeli basreng di live Shopee 

dengan harga yang lebih mahal ketika sedang tidak live dibandingkan ketika 

sedang live basreng tersebut dengan harga yang lebih murah. Dari sistem jual beli 

seperti di atas ada beberapa dari konsumen yang merasa dirinya kecewa dengan 

adanya harga yang berbeda. Semakin berkembangnya jual beli bahkan hingga 

dipasarkan melalui aplikasi tentunya para pembeli harus lebih hati-hati lagi ketika 

ingin melakukan transaksi jual beli. Penetapan harga hendaknya harus disesuaikan 

dengan harga yang adil dan berlaku secara umum. 

Perbedaan atau diskriminasi harga cenderung memunculkan ketidakadilan 

pada praktek jual beli sehingga menyimpang dari nilai-nilai kebenaran, keadilan, 

dan kebajikan. Dengan adanya ketidakadilan atas harga yang ditetapkan pada 

Shopee menjadi penyebab tidak seimbangnya pasar dan tidak memberikan 

kebaikan umum sehingga menciptakan kedzaliman dalam praktek jual beli. Dalam 

hal ini sangat menarik untuk diteliti lebih dalam apakah masalah yang telah 

diuraikan sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah atau belum. Berdasarkan 

latar belakang yang telah dijelaskan, sebagai tanggung jawab akademis, maka 

 
11 Setiawan Budi Utomo, "Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer" (Jakarta: Gema 

Insani, 2003), hlm. 90 
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akan ditindaklanjuti dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap 

Perbedaan Penerapan Harga pada Jual Beli Live di Shopee (Studi Kasus pada 

Toko Online Basreng Sultan Bandung).” 

B. Rumusan Masalah 

Kasus yang terjadi di online shop Basreng Sultan Bandung yang ketika live 

mereka memasang harga yang berbeda dari harga yang mereka sudah tentukan 

sebelumnya. Dimana, ada yang mendapatkan harga yang lebih murah sedang live, 

dan juga ada pula yang mendapatkan harga normal ketika tidak live. Hal tersebut 

menjadikan sebagian konsumen yang merasa tidak adil terkait perbedaan harga 

tersebut sehingga timbul kedzaliman. Berdasarkan latar belakang yang sudah 

dipaparkan, maka rumusan masalah ini berupa perbedaan harga jual beli basreng 

pada saat live di aplikasi Shopee. Dimana, ingin mengetahui apakah perbedaan 

penerapan harga tersebut dibenarkan atau tidak menurut Hukum Ekonomi 

Syariah. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perbedaan harga jual beli Basreng Sultan Bandung pada saat live 

di aplikasi Shopee? 

2. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap perbedaan harga jual 

beli Basreng Sultan Bandung pada saat live di aplikasi Shopee? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Untuk mengetahui perbedaan harga jual beli Basreng Sultan Bandung pada 

saat live di aplikasi Shopee; 

2. Untuk mengetahui analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap perbedaan harga 

jual beli Basreng Sultan Bandung pada saat live di aplikasi Shopee. 

D. Manfaat Penelitian 

Harapan yang ingin diraih dari hasil penelitian ini agar dapat memberikan 

manfaat dalam dua aspek. Berikut ini adalah manfaat penelitian, yaitu: 
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1. Secara Teoritis 

Penelitian ini secara teoritis dapat bermanfaat terhadap perkembangan 

pendidikan di bidang Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, bisa memberi saran 

atau masukan terhadap pemikiran demi pengembangan Hukum Ekonomi Syariah 

yang berhubungan dengan transaksi jual beli. 

2. Secara Praktis 

Manfaat penelitian ini secara praktis dapat menjadi sarana petunjuk sebagai 

referensi sehingga dijadikan sebagai perbandingan pada penelitian berikutnya. 

E. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah bagian yang memuat kajian laporan hasil 

penelitian di masa lalu yang relevan dengan topik penelitian terbaru.12 Penelitian 

terdahulu juga dapat membantu peneliti dalam menemukan referensi dan strategi 

penelitian yang diperlukan. Sebagaimana ulasan ada beberapa karya ilmiah yang 

dijadikan sebagai perbandingan pada penelitian ini, antara lain: 

1. Skripsi Habibatus Salamah dari IAIN Purwekerto 2020 yang berjudul “Jual 

Beli Barang Sejenis dengan Harga Berbeda Perspektif Hukum Ekonomi 

Syari’ah (Studi Kasus di Toko Online Serbuk Ajaib)”. Permasalahan dalam 

penelitian ini adalah harga yang ditetapkan oleh pemilik Toko Online Serbuk 

Ajaib berbeda-beda di setiap marketplace dan menyebabkan pembeli merasa 

kecewa ketika membeli Serbuk Ajaib dengan harga yang lebih tinggi. Adapun 

hasil penelitian dari sumber- sumber tersebut di analisis menggunakan metode 

deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa praktik jual beli 

yang dilakukan oleh toko online Serbuk Ajaib adalah sah karena sudah 

terpenuhinya rukun dan syarat jual beli sesuai pasal 23 ayat (2) Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) yang berbunyi orang yang berakad harus 

cakap hukum, berakal dan tamyiz. Pasal 24 ayat (2) Kompilasi Hukum 

 
12 Mahmud, Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi, (Bandung: UIN Sunan Gunung 

Djati Bandung, 2022), hlm. 29 
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Ekonomi Syari’ah (KHES) yang berbunyi objek akad harus suci, bermanfaat, 

milik sempurna dan dapat di serahterimakan. Akan tetapi, adanya perbedaan 

harga yang dilakukan oleh toko online Serbuk Ajaib merupakan diskriminasi.13  

2. Skripsi Yeyen dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019 

dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Jual Beli 

Duren (Studi Di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten 

Pesawaran)”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Pasar Kluwih Desa 

Wates Kecammatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran dalam jual beli barang 

yang dijual memiliki satu harga, akan tetapi yang terjadi harga duren yang 

ditawarkan berbeda ke setiap konsumen. Hasil penelitian yang telah dilakukan 

bahwa praktik perbedaan harga jual beli duren di Pasar Kluwih Desa Wates 

Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran jika dilihat dari objek dan 

subjeknya sah sebab sesuai dengan rukun dan syarat dalam jual beli dan 

tidaknya hal-hal yang membatalkan atau mengharamkannya. 14  

3. Skripsi Nurrokhim Eka Prasetya dari IAIN Ponorogo 2023 dengan judul 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Jual Sembako di Pasar 

Legi Ponorogo”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah perbedaan harga 

jual sembako sejenis antara pedagang satu dengan pedagang lainya, meskipun 

sembako yang dijual memiliki jumlah dan kualitas barang yang sama, selain 

itu ada sembako yang dijual diatas dan dibawah harga pasaran yang berlaku. 

Permasalahan lain juga ditemukan adanya perbedaan harga jual antara 

sembako yang dijual dengan jumlah timbangan lebih besar dengan sembako 

yang dijual dengan jumlah timbangan yang lebih kecil. Hasil penelitian ini 

bahwa praktik penentuan harga jual sembako yang dilakukan di Pasar Legi 

Ponorogo belum sesuai dengan penentuan harga menurut pandangan hukum 

Islam, karena dalam praktiknya belum sesuai dengan salah satu prinsip 

 
13 Salamah Habibatus, “Jual Beli Barang Sejenis Dengan Harga Berbeda Perspektif Hukum 

Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Di Toko Online Serbuk Ajaib),” (Purwekerto: Jurnal IAIN 
Purwekerto, 2020), hlm. 61-62 

14 Yeyen, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Jual Beli Duren (Studi Di Pasar 
Kluwih Desa Wates KecamatanWay Ratai Kabupaten Pesawaran).” (Lampung:  Jurnal Universitas 
Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), hlm. 71 
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penentuan harga dalam Islam, yaitu tidak sesuai dengan prinsip keadilan. 

Perbedaan harga jual sembako berdasarkan jumlah timbangan di Pasar Legi 

Ponorogo diperbolehkan (mubah), karena sudah sesuai dengan prinsip-prinsip 

jual beli dalam Islam, yaitu sudah sesuai dengan prinsip keadilan, suka sama 

suka, bersikap benar, amanah, dan jujur.15  

4. Jurnal Andres Teguh Mario, Ramdan Fawzi Encep, dan Abdul Rojak dari 

Universitas Islam Bandung 2017 dengan judul “Pandangan Hukum Islam 

Terhadap Penetapan Harga yang Berbeda dalam Jual Beli di Rumah Makan 

Prasmanan (Studi Kasus di Warteg Lingkungan Kampus UNISBA)”. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah rumah makan prasmanan (warteg) 

lingkungan kampus UNISBA terdapat ketidakjelasan penetapan harganya. 

Dapat dikatakan bahwa jual beli semacam ini mengandung unsur penyamaran, 

karena kurangnya transparansi harga dalam pelaksanaan jual beli sehingga 

berakibat batalnya akad karena tidak tercapai unsur unsur kerelaan. Hal 

tersebut dapat menimbulkan kekecewan pada pembeli terutama bila harga yang 

harus dibayarkan ternyata jauh dari yang diperkirakan, pembeli juga merasa 

dirugikan sehingga dalam jual beli tersebut tidak tercapai unsur kerelaan. Hasil 

penelitian ini bahwa rumah makan prasmanan (warteg) di Lingkungan 

UNISBA tidak sesuai dengan jual beli menurut Islam karena tidak ada 

kejelasan dalam penetapan harga dan job desk karyawannya pun sewaktu-

waktu dapat berubah sehingga menjadi salah satu faktor berbedanya penetapan 

harga yang diberikan kepada pembeli.16 

5. Jurnal Asrin dan Rizky Amelia dari IAI Muhammadiyah Bima 2019 yang 

berjudul “Tinjauan Hukum Muamalah (Jual Beli) Terhadap Perbedaan Harga 

Jual Ikan di Pasar Desa Melayu Kecamatan Lambu”. Dalam pelaksanaan jual 

beli di pasar desa Melayu terdapat perbedaan harga jual ikan antara pedagang 

yang satu dengan pedagang yang lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

 
15 Nurrokhim Eka Prasetya, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Jual Sembako 

Di Pasar Legi Ponorogo,” ( Ponogoro: IAIN Ponogoro, 2023), hlm. 77-78 
16 Andres Teguh Mario dkk, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Yang 

Berbeda Dalam Jual Beli Di Rumah Makan Prasmanan (Studi Kasus Di Warteg Lingkungan 
Kampus UNISBA).”, (Bandung: Prosiding Keuangan dan & Perbankan Syariah, 2018), hlm. 1068 



  10 

 

 
 

aktivitas muamalah (jual beli) pedagang ikan di pasar desa Melayu Kecamatan 

Lambu Kabupaten Bima terhadap perbedaan harga adalah berdasarkan harga 

yang berlaku di pasaran dan harga yang berlaku saat itu, kemudian yang 

membedakan harga antara para pedagang yang satu dengan pedagang yang lain 

yaitu dari mana asal pasokan ikan tersebut dan kualitas ikan yang dijual oleh 

pedagang, sedangkan dari tinjuan hukum muamalah (jual beli) tentang 

perbedaan harga dalam jual beli ikan di pasar Desa Melayu secara keseluruhan 

sudah sesuai dengan konsep harga dalam Islam, untuk rukun dan syarat dalam 

jual belinya juga sudah terpenuhi.17 

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu dapat disimpulkan terdapat 

persamaan dan perbedaan penelitian. Persamaannya ialah tentang perbedaan harga 

jual beli yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Adapun perbedaannya ialah 

terletak pada objek yang diteliti dan sistem jual beli yang dilakukan oleh pedagang, 

dimana pada penelitian ini objeknya ialah Basreng Sultan Bandung, serta 

melakukan jual beli secara online melalui fitur live streaming, dimana kualitas 

maupun jumlah yang sama namun dijual dengan harga yang berbeda. 

Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu 

 
17 Asrin dan Rizky Amelia, "Tinjauan Hukum Muamalah (Jual Beli) Terhadap Perbedaan Harga 

Jual Ikan Di Pasar Desa Melayu Kecamatan Lambu",  Jurnal Ekonomi Syariah, 2019, hlm. 155 

No Nama Penulis Judul Skripsi Persamaan Perbedaan 

1.  Habibatus 

Salamah, 

(Purwekerto, 

IAIN, 2020) 

Jual Beli Barang 

Sejenis dengan 

Harga Berbeda 

Perspektif Hukum 

Ekonomi Syari’ah 

(Studi Kasus di 

Toko Online 

Serbuk Ajaib) 

Penelitian 

terdahulu sama-

sama menilik 

dari Hukum 

Ekonomi 

Syari’ah. 

Perbedaannya 

terdapat pada 

objek, dimana 

pada penelitian 

Habibatus 

Salamah 

objeknya 

adalah Toko 
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Online Serbuk 

Ajaib, 

sementara pada 

penelitian ini 

objeknya ialah 

Basreng Sultan 

Bandung. 

2. Yeyen 

(Lampung, 

Universitas 

Islam Negeri 

Raden Intan, 

2019) 

Tinjauan Hukum 

Islam Tentang 

Perbedaan Harga 

Jual Beli Duren 

(Studi Di Pasar 

Kluwih Desa 

Wates 

Kecamatanway 

Ratai Kabupaten 

Pesawaran) 

Persamaan dari 

penelitian ini 

ialah sama- 

sama mengkaji 

tentang 

perbedaan 

harga. 

Perbedaannya 

ialah pada 

objek, dimana 

objek dari 

penelitian ini 

ialah Basreng 

Sultan 

Bandung. 

3. Nurrokhim Eka 

Prasetya 

(Ponorogo, 

Institut Agama 

Islam Negeri 

Ponorogo, 2023) 

Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap 

Perbedaan Harga 

Jual Sembako di 

Pasar Legi 

Ponorogo 

Persamaan dari 

penelitian ini 

ialah sama- 

sama mengkaji 

tentang 

perbedaan 

harga. 

Perbedaannya 

terdapat pada 

objek, dimana 

objek dalam 

penelitiann 

terdahulu 

tersebut ialah 

sembako. 

4.  Andres Teguh 

Mario, Ramdan 

Fawzi Encep, 

dan Abdul Rojak 

(Bandung, 

Pandangan Hukum 

Islam Terhadap 

Penetapan Harga 

yang Berbeda 

dalam Jual Beli di 

Persamaan dari 

penelitian ini 

ialah sama-sama 

meninjau dari 

Hukum 

Perbedaannya 

terdapat pada 

penetapan 

harga oleh 

pemilik barang 



  12 

 

 
 

 

F. Kerangka Berpikir 

Penelitian ini terdapat kerangka pemikiran yang dibuat untuk 

mendeskripsikan beberapa teori dan dalil yang akan menjadi panduan untuk 

menyelesaikan persoalan. Baik dalam dalil Al-Qur’an, Hadits, maupun kaidah-

kaidah fiqhiyah berkaitan dengan objek permasalahan yang diteliti. Adapun 

kerangka berpikir yang pertama ialah terkait Hukum Ekonomi Syariah. Dimana, 

Hukum Ekonomi Syariah merupakan sebuah ilmu yang di dalamnya mempelajari 

tentang aktivitas manusia secara secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, 

distribusi, hingga konsumsi yang dilakukan harus menurut syariat Islam 

sebagaimana sumber dari Al-Qur’an, Hadits, dan Ijma para ulama dengan niat 

untuk memperoleh ridho Allah. Selain itu, Hukum Ekonomi Syariah dapat 

diartikan sebagai hukum-hukum yang terkait dengan kegiatan ekonomi dalam 

Universitas 

Islam Bandung, 

2017) 

Rumah Makan 

Prasmanan (Studi 

Kasus di Warteg 

Lingkungan 

Kampus UNISBA) 

Ekonomi 

Syariah. 

yang menjual 

dengan harga 

berbeda. 

5. Asrin dan Rizky 

Amelia (Bima, 

IAI 

Muhammadiyah, 

2019) 

Tinjauan Hukum 

Muamalah (Jual 

Beli) Terhadap 

Perbedaan Harga 

Jual Ikan di Pasar 

Desa Melayu 

Kecamatan Lambu 

Persamaan 

penelitian ini 

ialah sama-sama 

mengkaji 

tentang 

perbedaan harga 

yang ditinjau 

dari Muamalah. 

Perbedaannya 

terdapat pada 

objek, dimana 

objek dalam 

penelitiann 

terdahulu 

tersebut ialah 

Jual Ikan di 

Pasar Desa 

Melayu 

Kecamatan 

Lambu.  
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pengertian luas yang bersumber dari ajaran Islam yang telah masuk dalam sistem 

perundangundangan untuk mencapai kebahagiaan (falah) di dunia dan akhirat.18 

Seseorang yang memiliki harta secara sah belum bisa menggunakan harta 

tersebut untuk bertransaksi ekonomi berdasarkan hukum, jika pemilik harta tidak 

menjalankan sebuah kontrak (akad) dengan pihak lain dalam bentuk ijab kabul. 

Dalam fikih muamalah terdapat kajian khusus terkait akad. Berdasarkan ilmu 

fikih, akad dibagi menjadi dua pengertian, yakni secara umum dan secara khusus. 

Pertama, akad secara umum merupakan semua jenis perjanjian yang dijalankan 

oleh seseorang dengan berkomitmen untuk mengikuti dan memenuhi kewajiban 

dan menimbulkan hukum syar’i, baik itu dalam akad jual beli, sewa menyewa, 

hibah, shadaqah, dan lain sebagainya. Sedangkan, akad secara khusus ialah 

pertalian antara ijab dan kabul atau yang sejajar dengan keduanya dengan cara 

yang dibenarkan oleh syara.19 

Akad ialah hubungan antara ijab dan kabul yang akan menimbulkan 

sebuah hukum. Dimana, ijab merupakan penawaran yang dari salah satu pihak, 

sementara kabul merupakan jawaban atas persetujuan yang diberikan oleh pihak 

lain sebagai tanggapan dari penawaran tersebut.20 Apabila pernyataan dari 

masing-masing pihak tidak berikatan satu sama lain, maka akad tidak dapat 

terjadi, sebab akad adalah ikatan kehendak dari kedua belah pihak yang bercermin 

di dalam ijab dan kabul.21 Dalam sebuah kaidah fikih disebutkan: 

دِقُاعAَتلِ@ هُامَتزََْلاِ امَ هُتُجَْ:9َِنوَ ن5ِْدَقِاعَتَمُْلا ضىَرِ دِقْعَْلا فيِ لُصْلاَْاَ  

 
18 Zulham dan Mustapa Khamal Rokan, “Teori Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia” (Medan: 

FEBI UIN-SU Press, 2022), hlm. 81 
19 Fathurrahman Azhari, "Qawaid Fiqhiyyah Muamalah" (Banjarmasin: Lembaga 

Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), hlm. 179-180 
20 Zulham dan Mustapa Khamal Rokan, “Teori Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia” (Medan: 

FEBI UIN-SU Press, 2022), hlm. 81 
21 Muhammad Abdul Wahab, "Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah" (Jakarta Selatan: Rumah 

Fiqih Publishing, 2019), hlm. 10 
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“Hukum asal dari transaksi adalah ridha (kerelaan) antara kedua belah 

pihak yang berakad, hasilnya adalah wajib melakukan akad.”22 

Fiqih Muamalah membagi akad menjadi dua, yaitu akad tabarru’ dan akad 

tijari. Akad tabarru’ merupakan akad yang dijalankan untuk tolong menolong dan 

kebaikan, serta bukan semata-mata untuk kepentingan komersial saja. Dalam akad 

ini memberikan sebagian harta untuk menolong seseorang ketika sedang 

menghadapi kesusahan tersebut dianjurkan oleh Islam.  

Akad tijari merupakan semua bentuk perikatan yang berkaitan dengan 

memperoleh keuntungan (profit transaction) sebab memiliki sifat komersil. Salah 

satu contoh dari akad tijari adalah jual beli. Jual beli merupakan salah satu cabang 

muamalah yang di dalamnya terdapat aturan yang harus dipenuhijuga sudah 

ditetapkan dalam Al-Qur’an dan kitab-kitab fiqih. Menurut bahasa jual beli ini 

merupakan tukar menukar benda dengan benda. Sementara itu, secara istilah jual 

beli merupakan sebuah perjanjian atau akad untuk melakukan tukar menukar 

sebuah barang yang memiliki nilai sukarela antara dua pihak, dimana satu pihak 

memberikan benda dan pihak lain menerima berdasarkan kesepakatan yang sesuai 

dengan syariat.23 

Sebagaimana jual beli yang dihalalkan oleh Allah mengandung makna 

ialah lepas dari semua permasalahan yang di dalam kehidupan manusia. Jual beli 

dibolehkan dan sudah disepakati oleh para Fuqaha sebab manusia sangat 

membutuhkan kegiatan ekonomi tersebut untuk memenuhi hidupnya. Jual beli 

menjadi sah manakala rukun dan syaratnya harus terpenuhi sehingga dapat terjauh 

dari kemadharatan. Adapun dalil Al-Qur’an yang menjelaskan tentang jual beli 

terdapat dalam QS. Al-Nisa ayat 29 yang berbunyi: 

 
22 Fathurrahman Azhari, "Qawaid Fiqhiyyah Muamalah" (Banjarmasin: Lembaga 

Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), hlm. 177 
23 Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam”, Journal IAIN Kudus, 2016, hlm. 241 
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ارUََ نْعَ  ةًرَ اتجَِ نَوْكUَُ نْاَ  Aۤلااِ  لِطِ ابَْل ِ@  كمQَIَُْْب  كمEَُْل اوَمْاَ  اوْۤكلLَMُُت  لاَ اوIُْمَاٰ نHAِ5َْا  اGَيهاEَٰۤی  

امًْ:حِرَ  كمfُِْ نَ كاَ dَّٰا Aناِ ۗ  كمُْسَفEُْناَ  اوُْۤلُ_قَْت  لاَوَ كمIُْْمِّ ضٍ  

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan 

yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”24 

Selain itu, terdapat dalil Hadits yang berkaitan tentang jual beli, yakni: 

ا
h
ضٍارUََ نْعَ عُیْبَْلا امAَن   

“Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama 

suka).”25 

Ibn Taimiyah berpendapat bahwa konsep harga terjadi pada pasar yang 

kompetitif dan kecenderungan yang wajar. Ibn Taimiyah juga menjelaskan 

bahwasanya apabila masyarakat sekitar ingin menjual barangnya dengan harga 

yang normal, maka tidak harus adanya regulasi terhadap harga. Kenaikan harga 

yang dipengaruhi oleh kurangnya barang disebabkan supply barang yang menurun, 

maka hal ini bisa disebut dengan kenaikan harga yang adil dan di dalam posisi yang 

sempurna, tanpa adanya spekulasi. Selain itu, Ibn Taimiyah juga mengungkapkan 

bahwasanya “Penentuan harga mempunyai dua bentuk, yakni ada yang boleh dan 

ada yang haram. Tas’ir ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, 

itulah yang dibolehkan.”26 Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah 

ayat 8: 

 
24 Departemen Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qurán Tajwid dan Terjemah" 

(Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 83 
25 Muhammad bin Yazid Abu Abdullah al-Quzwini, Sunan Ibnu Majah, Beirut, Dar al-Fikr, Juz 

2, Hadis Nomor 2185, hlm.737.  
26 Qusthoniah, “Tas’ir al-Jabari (Penetapan Harga oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh Dengan 

Mempertimbangkan Realitas Ekonomi “, Jurnal Syariah, 2014, hlm. 106 
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kَٰٓلااَ لىA اِۗ اوُْلدِعَْتkِْۗاوُْلد  nَٰٓيهGَا اHAِ5َْمَاٰ نIُْوَق اوُْنوْكُ اوAينَْمِا dِِّٰ ُمَرِيجَْ لاَوَۖ ِطسْقِْلِ@ ءَاۤدََهشIAُْش كمw مٍوَْق نُاَٰنَ  

نَوُْلمَعَْت امَبِ {يرِْ}خَ dَّٰا   Aناِۗ dَّٰا اوقAُتاوَ ىۖوٰقAْتلِ� بُرَقْاَ وَهُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan 
karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah 
kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak 
adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan 
bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang 
kamu kerjakan.”27 

Islam mengajarkan kepada manusia bahwa adil haruslah menjadi dasar 

dalam menentukan harga. Sebab apa yang dapat menimbulkan ketidakadilan adalah 

dilarang. Sebagaimana Hadits Rasulullah SAW terkait tentang penetapan harga 

adalah sebagai berikut: 

لاََ� دَْق dAِا لَوسُرَ nَ اوُلاقََف Aَلمسَوَ هِیَْلdAُ kَا Aلىصَ dAِا لِوسُرَ دِْهعَ لىkََ رُعْسِّلا لاََ�  

ا لَاقََف اَنَل رْعِّسََف رُعْسِّلا
h

ا قُزِاAرلاُ طسِابَْلا ضُبِاقَْلا رُعِّسَمُْلا وَهُ dAَا Aن
h

نْ�� وجُرْ�َ� نيِّ  

لٍامَ لاَوَ مٍدَ فيِ ةٍمََلظْمَبِ نيِبُُلطَْی دٌَ��� سQََْلوَ بيِّرَ ىقَْل��  

“Pada zaman Rasulullah saw terjadi pelonjakan harga dipasar, lalu 
sekolompok orang menghadap Rasulullah saw seraya mereka berkata: Ya 
Rasulullah harga-harga di pasar kian melonjak begitu tinggi, tolonglah 
tetapkan harga itu. Rasulullah saw menjawab: sesungguhnya Allahlah 
yang berhak menetapkan harga, dan menahannya, melapangkan dan 
memberi rezeki. Saya berharap akan bertemu dengan Allah dan janganlah 
seseorang diantara kalian menuntut saya untuk berlaku zalim dalam soal 
harta dan nyawa. (HR Ibn Majah).28 

Pendapat para ulama terkait perbedaan harga, dimana Ulama Maliki 

berpendapat “juallah seperti orang lain menjual. Apabila tidak, maka keluarlah 

dari kami, sehingga tidak membahayakan pasar”. Dengan kata lain, seorang 

 
27 Departemen Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qurán Tajwid dan Terjemah" 

(Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 108 
28 Muhammad bin Yazid Abu Abdullah Al-Quzwini, Sunan Ibnu Majah Nomor 219, Beirut, Dar 

a-Fikr, Juz 2, hlm. 737 
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penguasa dapat melarang orang-orang yang menjual dagangannya lebih murah 

dari yang dijual orang lain. Terkait perbedaan harga, bagi penjual dalam 

menetapkan harga harus menerapkan keadilan dan tidak berpihak kepada 

siapapun sehingga tidak ada pihak yang terdzolimi. Allah berfirman dalam QS. 

Hud ayat 113: 

نَوْصرَُنُْت لاَ Aثمُ ءَاۤیَلِوْاَ نْمِ dِّٰا نِوْدُ نْمِّ كمَُْل امَوَ رُۙاAنلا كمAُُسمَََ_ف اوْمَُلظَ نHAِ5َْا لىَاِ ا�وْنُكَرUَْ لاَوَ  

“Dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim yang 

menyebabkan kamu disentuh api neraka, sedangkan kamu tidak mempunyai 

seorang penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberi 

pertolongan.”29 

Penjual bisa mendapatkan banyak keuntungan asal sesuai dengan syariat 

Islam dan etika bisnis Islam. Adapun menurut para ulama muta’akhirin melarang 

jual beli dengan dua harga. Selain itu, ada pula ulama yang membolehkan sehingga 

terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqoha terkait satu jual beli dalam dua 

harga.30 Rasulullah SAW bersabda: 

ةٍعَیَْب فيِ ينِْتَعَیَْب نْعَ Aَلمسَوَ هِیَْلdAُ kَا Aلىصَ dAِا لُوسُرَ ى¡َنهَ  

“Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli dua 

harga dalam satu jual beli.” (HR. At Tirmidzi)31 

Hukum Islam yang menjadi landasan kegiatan jual beli diambil dari fatwa 

Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI). Fatwa 

merupakan salah satu pemikiran hukum Islam. Fatwa ini hasil dari pengembangan 

 
29 Departemen Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qurán Tajwid dan Terjemah" 

(Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 234 
30 Indra Sudrajat, “Kredit (Taqsith) Dan Dua Harga Dalam Tinjauan Fiqih Kontemporer (Studi 

Literasi Jual Beli Taqsith),” Al-Afkar, 2020, hlm. 346. 
31 At Tirmidzi, Hadits Riwayat At-Tirmidzi Nomor 1152, Kitab Jual Beli, Bab Laragan Dua 

Akad dalam Satu Jual Beli https://hadits.in/tirmidzi/1152 diakses pada 12 Oktober 2023 
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dan penerapan hukum Islam (ijtihad) dari para mufti (pemberi fatwa) dan qadli 

(hakim). Landasan jual beli yang terdapat dalam fatwa DSN MUI dikatakan cukup 

lengkap sebab mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pelaksanaan 

jual beli, baik itu dalam jenis-jenis, prosedur, jaminan, potongan harga, hingga 

perbedaan harga jual beli.32  

Menurut Fatwa DSN MUI objek jual beli harus diketahui benda apa yang 

diperjualbelikan, seperti mengetahui takarannya, beratnya, banyaknya, dan 

ukurannya sehingga tidak menimbulkan keraguan bagi salah satu pihak. Sebab 

keraguan dalam jual beli tersebut akan menciptakan gharar. Sudah sangat jelas 

dalam Al-Qur’an bahwasanyajual beli tidak boleh mengandung riba, gharar, 

maysir, dan perbuatan bathil lainnya sebabakan menimbulkan jual beli yang tidak 

sah secara syariat. 

Berbisnis juga diatur dalam etika bisnis Islam, sebab agama Islam tidak 

hanya sebuah agama, melainkan juga dapat dijadikan sebagai pedoman hidup bagi 

manusia yang mempercayainya. Pada dasarnya etika bisnis Islam ini bertujuan 

untuk mencari ridha Allah SWT. dan tidak hanya mencari keuntungan saja.33 

Kemudian, dalam etika bisnis Islam untuk melakukan kegiatan jual beli perlu 

adanya standar harga. Dimana, harus dilakukan dengan harga yang adil bagi 

semua pihak, karena hal ini adalah cerminan dari syariat Islam atas keadilan. Pada 

dasarnya harga yang adil merupakan harga yang tidak dapat memunculkan 

penindasan (kedzaliman). Jadi, dengan menentukan harga adil, maka pihak-pihak 

yang terlibat tidak akan merasakan kerugian. Harga juga dapat memberikan 

manfaat bagi pembeli yang sejajar dengan harga yang diberikan.34 

Berdasarkan uraian diatas, maka dari itu terdapat bagan kerangka 

pemikiran sebagai berikut: 

 

 

 
32 Nur Fathoni, “Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN MUI,”  Jurnal Conomica, 2013, hlm. 55 
33 Alfiani Usman, “Konsep Etika Bisnis Islam Menurut Muhammad Djakfar,” IAIN Parepare, 

2022, hlm. 51 
34 Desriani, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Bahan Pokok 

Dengan Jumlah Banyak Dan Sedikit,” Jurnal UIN Raden Intan Lampung, 2017, hlm. 53 
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Gambar 1.1 

Kerangka Berpikir 

 

G. Langkah-langkah Penelitian 

1. Metode Pendekatan 
Metode pendekatan dalam penelitian yang berjudul Analisis Hukum 

Ekonomi Syariah terhadap Perbedaan Penerapan Harga pada Jual Beli Live di 

Aplikasi Shopee (Studi Kasus pada Toko Online Basreng Sultan Bandung) ialah 

dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris merupakan 

penelitian lapangan yang mengkaji tentang ketetapan hukum berlaku dalam 

kehidupan masyarakat. Dimana, pendekatan ini berupa penelitian hukum terkait 
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implementasi ketetapan hukum normatif berdasarkan in action terhadap segala 

peristiwa yang terjadi di lingkungan masyarakat.35 

2. Spesifikasi Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif yang merupakan penelitian dengan tujuan 

untuk menyiapkan gambar-gambar yang kemudian dilengkapi dengan pengaturan 

sosial demi menganalisa beberapa fenomena.36 Pada penelitian ini lebih berfokus 

pada analisis, makna, dan dasar dasar teori yang di pakai untuk pedoman agar 

lebih cenderung terhadapfenomena yang ada di lapangan. Sebagaimana 

keterangan tersebut, maka peneliti akan menganalisa terkait mekanisme dan 

hukum dari perbedaan penerapan harga pada live jual beli Basreng Sultan Bandung 

di aplikasi Shopee dalam perspekstif Hukum Ekonomi Syariah 

3. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Jenis data dari penelitian yang disusun ialah data kualitatif. Data kualitatif 

merupakan sebuah data yang didapat dari berbagai jenis teknik pengumpulan data, 

seperti wawancara, observasi, analisis beberapa dokumen, dan diskusi yang 

kemudian akan dicatat atau dituangkan dalam transkrip. Adapun bentuk data lain 

dari data kualitatif ialah gambar yang didapat dari pemotretan. Penelitian yang 

menggunakan pendekatan kualitatif pada dasarnya dilakukan dengan melihat dan 

mengamati orang-orang yang ada di lingkungan sekitar, berinteraksi, serta 

memahami berbagai bahasa dan tafsir tentang dunia mereka.37 

b. Sumber Data 

Sumber data merupakan media untuk sebuah data yang di dapat dengan 

menggunakan cara tertentu, seperti dokumen dan manusia. Dalam sumber data ini 

menggunakan teknik wawancara dengan cara melakukan rekaman pada 

 
35 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 

hlm. 134  
36 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, (Bandung: CV. Pustaka Setia Bandung), hlm. 188 
37 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian  (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 64 



  21 

 

 
 

narasumber. Selain itu, menyatukan aktivitas seperti melihat, mendengar, serta 

bertanya.38 Berikut ini merupakan jenis jenis sumber data, antara lain: 

1) Data Primer 

Data primer merupakan sebuah perolehan berupa data data secara langsung 

yang dilakukan oleh peniliti yang sedang menjalankan penelitian. Peneliti 

membutuhkan data data yang sangat akurat. Data primer yang di peroleh 

mencangkup sumber dari informan individu dimana hasil dari wawancara tersebut 

dilakukan oleh peniliti dan narasumber.39 Penelitian yang garap oleh peneliti 

informasinya didapatkan dari data hasil observasi dan wawancara serta dokumentasi 

di tempat produksi Basreng Sultan Bandung. 

2) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data data di peroleh dari pihak yang telah melakukan 

penelitian terlebih dahulu dari para sarjana.40 Penelitian yang peniliti garap 

menggunakan data sekunder meliputi dokumen, catatan, buku buku, artikel yang 

berkaitan dengan penilitian ini. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan 

Studi pustaka yang dijalankan oleh tanggung jawab akademik dengan cara 

membaca, menelaah, dan memahami lebih dalam dari berbagai literatur, seperti 

jurnal, buku-buku, skripsi, dan lain sebagainya yang dapat digunakan untuk 

melengkapi dan juga mendukung penelitian ini, terakhir dapat mengungkapkan 

teori yang berhubungan dengan penelitian. 

b. Studi Lapangan 

1) Observasi 

Observasi adalah pencacatan dari pengamatan sebuah objek dengan 

sistematika fenomena yang sedang diteliti. Observasi juga merupakan sebuah 

 
38 Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 71 

39 Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, hlm. 71 

40 Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, hlm. 71 
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proses yang kompleks dimana prosesnya tersusun dari biologis hingga 

psikologis.41 Data yang dikumpulkan secara langsung di Toko Basreng Sultan 

Bandung adalah dengan mengamati jual beli basreng dan hal lain yang 

diperlukan dalam penelitian ini. Berikut ini adalah langkah langkah yang 

dijalankan ketika observasi, yaitu: 

a) Menjalankan persiapan langsung ke lapangan dan melakukan pendekatan 

kepada owner Basreng Sultan Bandung. Hal ini di jalankan dengan tujuan 

melancarkan dan memudahkan dalam pengumpulan data. 

b) Membuat catatan dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti. Dalam 

membuat cacatan ini di perlukan gambaran umum sementara yang di catat 

dalam dokumentasi tertulis. 

c) Menganalisa dan mengdiskusikan hasil pengamatan kepada pemilik dan 

pembeli sehingga menghasilkan kesimpulan penelitian. 

2) Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan 

melakukan interview terhadap beberapa orang yang berkaitan secara tatap 

muka langsung antara peneliti dengan narasumber yang menjadi objek 

penelitian.42 Dalam penelitian ini melakukan wawancara secara langsung 

dengan salah satu karyawan Toko Basreng Sultan Bandung yaitu Bu Dian. 

Kemudian, mewawancarai pihak pembeli yang pernah membeli hingga dirinya 

merasa kecewa disebabkan adanya perbedaan harga. Berikut ini merupakan 

langkah langkah dijalankan dalam wawancara ini, yaitu: 

a) Membuat dan menyusun beberapa pertanyaan sebagai pentujuk untuk 

wawancara sehingga akan fokus pada pengalian berupa data dari informan 

atas praktik jual beli yang dilakukan oleh Toko Basreng Sultan Bandung. 

b) Memastikan narasumber yang akan diwawancarai yakni pihak yang 

bersangkutan dalam praktik jual beli basreng. Ada pun pihaknya yaitu 

pemilik dan konsumen. 

 
41 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, (Bandung: CV. Pustaka Setia Bandung), hlm. 186 
42 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, hlm. 190 
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c. Studi Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara 

menonton serta mencatat sebuah laporan yang tersedia.43 Ketika menjalankan 

penelitian dengan metode ini menyelidiki barang barang dengan cara melihat buku 

buku, dokumen resmi, catatan dan lainnya. Dokumentasi ini bertujuan untuk 

mencari data sekunder yang bersangkutan pada hasil penilitian. Hal-hal yang 

mendukung terkait dengan dokumentasi penelitian ini mewawancarai responden 

yang dilengkapi dengan foto-foto. 

 
5. Analisis Data 

Analisis data merupakan sebuah proses yang sistematik terkait 

pengumpulan data yang didapatkan dari hasil catatan lapangan, wawancara, dan 

berbagai sumber lainnya.44 Dengan begitu, data-data tersebut dapat mudah untuk 

dipahami dan disampaikan dengan baik kepada orang lain. Adapun dalam 

prosesnya analisis data ini melibatkan data yang dikelompokan ke dalam kategori, 

pemilihan data yang sangat berkaitan untuk penelitian dan juga pembuatan 

kesimpulan sehingga hasil penelitian dapat mudah dipahami oleh peneliti sendiri 

dan orang lain. Terdapat tiga langkah dalam menganalisis data, di antaranya: 

a. Pengumpulan Data 

Analisis data yang pertama adalah melakukan pengumpulan data dari hasil 

wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan kategori yang berkaitan 

dengan permasalahan penelitian. Lalu, dikembangkan melalui pencarian data 

berikutnya. 

b. Reduksi Data 

Data-data yang di dapat dari lapangan ditulis diketik dengan berbentuk 

laporan yang terperinci. Memilih dan memilah sesuatu yang menjadi pokok, lalu 

 
43 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial, (Yogyakarta: 

Salemba Humanika, 2010), hlm. 143 
44 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, (Bandung: CV. Pustaka Setia Bandung), hlm. 200 
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susun secara sistematis, menampilkan pokok pokok yang penting, serta fokus 

terhadap hal-hal penting. Reduksi data mempunyai manfaat untuk menghasilkan 

rangkuman dari catatan data yang dihasilkan di lapangan. Reduksi data dalam 

penelitian ini mengcakup data hasil wawancara dengan informan dan 

menyederhanakan data yang telah diperoleh di lapangan.45 

c. Penyajian Data 

Tahap selanjutnya, setelah melakukan reduksi data ialah melakukan 

penyajian data. Penyajian data merupakan kumpulan kumpulan narasumber 

berbentuk uraian singkat, grafik, bagan, dan lain sebagainya. Lalu, menyajikan 

dalam bentuk penjelesan dengan menggambarkan hasil penelitian di lapangan. 

Dalam penelitian ini menjelaskan dan menggambarkan terkait praktik jual beli 

benda sejenis dimana harganya berbeda yang dilakukan oleh owner dari produk 

basreng Shopee. 

d. Penarikan Kesimpulan 

Langkah terakhir dari menganalisa data yakni menarik kesimpulan. 

Dimana kesimpulan ini ialah temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. 

Dalam penarikan kesimpulan yang berisi temuan ini dapat berbentuk deskripsi 

ataupun gambaran dari suatu objek yang pada awalnya belum jelas. Ketika 

menarik kesimpulan, maka harus mencatat penelitian sesuai denga fakta yang 

diperoleh dari lapangan. 

 
45 Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian, (Bojonegoro: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 

hlm. 47 


